SALINAN

BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 4% TAHUN 2017

TENTANG

FETUNJUK TEKNIS TATA CARA KERJA SAMA PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN PRINGSEWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FRINGSEWL,

2. bahwa dalam mangka meningkatkan penyelenggaraan
efelctifitas pelayanan kepada masyarakat, Pcricrintah
Kabupaten Pringsewu perlu menjalin kerja sama antar
daerah maupun kerja sama dengan pihak ketiga serta
pihak luar negeri;

b. bahwa untuk melaksanakan kerja sama sebagaimana
dimeksud dalam huruf &, perlu diatur mengensa: tata
cara kerja sama pemerintah Kabupaten Pringsewuy;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangsn scbagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis
Tata Cara Kerja Sama Pemerintah Kabupaten
Pringsewu;

I. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4932);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011} tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 5234;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, ‘Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagalmana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2015
{lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679,




4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan {Lembaren  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran HNegara Republik Indonesia

Nomeor 5601);

5. Teraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Pelakeanaan Kerja Sama Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4761},

0. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah {lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2017 Nomeor 114, Tambahan
Lemharan Negara Republik Indonesia Namor 5887);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008
tenitang Pedoman Pelaksansan Kerja Sama Pemerintah
Daerah Dengan Pihak Luar Negeri;

8. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun
2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama
Daerah;

9 Peraturan Menteri Dalam Neperi Nomor 23 Tahun
2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan
Kerja Sama Antar Daerah;

10, Peraturan Mentern Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
[Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16
Tahun 2016 teniang Pembentuksn dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Prinpgsewu (Lembaran
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16);

12. Peraturan Bupati Pringscwu Nomor 42 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organizasi, Tupgas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Inspekturat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Staf Ahli
Bupati [Lembaran Daerah Ksbupaten Pringsewu
Tahun 2016 Nomor 42};

MEMUTUSKAN:

Menetapkan | PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA
CARA KERJA SAMA PEMERINTAH KABUPATEN
PRINGEEWL.




BAR |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yvang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

11,

Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.

Femerintah Daerah adalah Bupat beserta perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah,

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemeriniahan oleh pemerintzh daerah dan DPRD
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dslam sgistern dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimena dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 19435.

Bupati adalah Bupati Pringsewu.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Pringeewu.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah sclanjutnya
disingkat AFBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui
bersama c¢leh pemerintah daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan Peraluran Daesh,

Kerja sama adalah kegiatan atan usaha vang
dilakukan oleh beberapa orang (lembagn, pemerintah,
dan sebagainva) untuk mencapai tiajuan bersama.

Kerja sama daerah sadalah kesepakatan antara
gubernur dengan Bupati kota dan/atau antara Bupati
dengan bupati/walikota vang lain, dan/atau Bupati
dengan pihak ketiga, serta pihak luar negerl, yang
dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan
kewajiban.

Kerja sama antar daerah adalah kesepakatan antara
gubernur dengan bupati danfatau antara bupati
dengan bupatifwalikota lain yang dibuat secara
tertulis dan menimbulkan hak dan kewzjiban.

Kerja sama daerahh dengan pithak ketiga asdalah
keasepakatan antara Dupati atas nama Pemerintah
Daerah dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah
Non Kementerian (LPNK) atau sebutan lain, dan badan
hulkum.

Pihak ketiga adalah kementerian/lembaga pemerintah
non kementerian atau sebutan lain, perusahaan
swagta vang herbadan hukum, badon usaha oulik
negara (BUMN), badan ussha milik daerah {BUMD),
koperasi, yayasan, dan lembaga di dalam negeri
lainnya yang berbadan hukum.




12,

13.

14,

15,

16.

17.

18.

(1)

Kerja sama luar negeri adalah suatu rangkaian
kegintan yang terjadi karena ikatan formal antara
pemerintah daerah dengan pihak luar negeri untuk
bersama-sama mencapai suatu nujuan tertentu dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pihak luar negeri adalah pemerintah negara bagian
atan pemerintah daerah di luar negeri, perserikatan
bangsa-bangsa termasuk badan-badannya dan
organisasiflembaga intemasional lainnyva, organisasi/
lembaga swadaya masyarakat luar negeri serta badun
usaha milik pemerintah negars /negara bagian /daerah
di luar negeri dan swasta di luar negen.

Surat kuasa adalah naskah dinas vang dikeluarkan
aleh Bupati sebagai alat pemberitshuan dsn tanda
bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang
dari Bupati kepada pajabat yvang diberi kuasa untuk
bertindak atas nama Bupat untuk menerimmas naskah
kerjia same daerah, menyatakan persetijjuan
Pemerintah Daerah untuk mengikatkan diri pada kerja
saama daerah, dan/fatau menyelesaikan hal-hal lain
yung diperlukan daluam pembusatan kerje same dacrah.

Kementerian{Lembaga Pemerintah Non Kementerian
yang sclanjutnya disebut Kementerian/LPNK adalah
Perangkat Pemerintah yang membidangi wurusan
tertentu dalam pemerintahan.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disehut
OPD adalah wunsur pembantu Bupati dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdin
dari sekvetariat daerah, sekreiariat dewan perwakilan
ralkvat daerah, dinas daerah, lembaga telmis daerah,
dan kecamatan.

Bagian PBins dan Fasgilitast Produk Hukum yang
selanjutnya disebut Bagian Hukum adalah unit kerja
daerah Kabupaten Pringsewu yang memfasilitasi
perjanjian kerja sama daerah Pemerintah Kabupaten
Pringsew.

Tim Teknis Perumusan Perjanjian Kerja Sama Daerah
yang selanjutnya disebut Tim TI2KD adalah Tim yang
dibentuk oleh Bupati untuk membantu Bupati dalam

merumuskan atau menyiapkan perjanjian kerja sama
daerah,

BAB 1I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah sebagai

pedoman pelaksanaan kerja sama bagi Orgenisasi
Perangkat Daerzh.




(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah agar
pelaksanaan kerja sama daerah dapat berdavaguna
dan berhasilguna dalam pelaksanaan pembangunan
dan peninplestan kesejahterasn masyaralat.

BAB 111
RUANG LINGKUFE

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalamn Peraturan Bupat ini

melipuf:

prinsip kerja sama;

subyek dan obyek kerja sama;

macam dan hentulk;

persyaratan kerja sama;

tata cara kerja sama;

persetujuan DPRD;

tahapan tata cara kerja sama;

tim koordinasi kerja sama daerah;

naskah kerje sama;

hasil dan pembiayaan kerja sama;

berakhirnva kerja sama;
perubahan kerja sama;

m. penyelesamn perselisihan.
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BAB IV
FPRINSIPF KERJA SAMA

Pasal 4

Keua sama dilakukan dengan prinsip:
efisiensi;
efektivitas;
sinergl;
saling menguniungkan;
kesepakatan bereama,;
itikad hail:
mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
persamaan kedudukan;
LIS Parasi;
Leadilan;
kepastian hukum;
memberikan manfaat;

. tidak mengganggn stahilitas politikk dan keamanan
perekonomian;
menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
mempertahankan keberlanjutan lingkungan;
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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RAR V
SUBJEK DAN OBJEK KERJA SAMA

Pasal 5

{1) Subjek kerja sama meliputi antara Iain:
a. bupatly
h. pihak lketiga; dan/fatan
c. pihak luar neperi.

(2] Objek ke seme deerah adelah seluruh  urusan
pemerinitahan yang telah menjadi kewenangan daerah
gtonom dan dapat berupa penyedisan pelayanan
publik.

BAB VI
MACAM DAN BENTUK KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Macam Kerja Sama
Pasal 6

Macam kerja sama terdiri dari:
a. kerja sama daerah; danfatan
b. kerja sama luar negeri.

Paragraf 1
Macam Kenja Sama Dacrah

Pasal 7

Kerja sama daerah sebagairmana dimaksud dalam Passl 6
huruf a meliputi:

a. kerja sama antar dacrah; dan/atau

b. kerja samsa daerah dengan pihak ketiga.

Pasal 8

Bentuk kerja sama antar daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

a. kerja sama pelayanan bersama adalah keria sama
antar daerah untuk memberikan pelayanan bersama
kepada masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah
yang merupakan yurisdiksi dari daecrah yang bekerja
sama, uniuk membangun fasilitas dan memberikan
pelayanan bersama;

b. kerja sama pelayanan antar daersh adalah kerja sama
antar daerah untuk memberikan pelayanan tertentu
bagi suatu wilayah masyarakat yang merupakan
vuriediksi daerah yang bekerja sama, dengan kewajiban
bagi daerah yang menerima pelavanan unftuk
memberikan suatu kompensasi terteritu kepada daerah
yang memberikan pelayanan;




. kerja sama pengembangan sumber daya manusia
adalah kerja sama antar daerah untuk meningkatkan
kapositas sumber daya mmanueia dan kualitas
pelayanannya melalui alih  pengetahuan dan
pengalaman, dengan kewsgjiban bagi daerah yang
menerima pelayanan untuk memberikan suatu
kampensasi tertentu kepada daerah yang memberikan
pelayanan;

. kerje sama pelayanan dengan pembayaran retribusi
adalah kerja sama santar daerah vuniuk memberikan
pelayanan publik tertentu dengan membayar retribusi
atas jasa pelayanan;

. kerja sama perencanaan dan pengurusan adalah kerja
sama antar daerah untuk mengembangkan dan/atau
meningketkan layanan publik tertentu, dengan rnana
mereka menyepaleati rencana dan programnya, tetap
melaksanakan sendiri-sendiri rencana dan program
yang berkait dengan junisdiksi masing-masing. Kerja
sama tersebut membagi Kepemilikan dan tanggung
jawab atas program dan konuool atas implementasinya;

kerje sama pembelian penyediaan pelayanan adalah
kerje sama antar daerah untul menyediakan layanan
kepada daerah lain dengan permnbayaran sesuai dengan
perjanjian;

. kerja sama pertukaran layanan adalah kerja sama
antar daerah melslui suatu mekanisme pertukaran
layanan (imbal layan);

. kerja sama pemanfaatan peralatan adalah kerja sama

antar daerah untuk pengadsan/penyediaan peralatan
yang bisa digunakan bersama; dan

kerja sama Kehijakan dan pengaturan adalah kena
sama antar dacrah untuk mecnsclareskan kchijakan
dan pengaturan terkait dengan suatu urusan atau
layanan umum tertentu.

Pazal 9

(1} Macam kerja sama daerah dengan pihak ketigs

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b

meliputi:

a. kerja sama dengan kementerian/LIPNK atau
sebutan lain; dan/atsu

b. kerja sama dengan BUMN, BUMD, perusahaan
swasta vang berbaden hukum, koperasi, yayasan
dan lembaga lainnya di dalam neperi yang
berbadan hulaim.



(2)

3)

{1)

Bentuk kerja sama dengan kementerian/LFNK

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. kerja sama kehbijakan dan pengaturan, yaitu kerja
sama daerah dengan kementerian/LPNK untuk
meTumuskan  tujuan bersama  berkait dengan
suatu urusan atau layanan umum tertentu yang
dilakukan dengan menselaraskan kebijakan,
rencana strategis, peraturan untuk mendulkung
pelaksanaannya, serta upaya implementasinys;

b. kerja sama pengembangan sumber daya manusia
dan teknologi, yaitu kerja sama daerah dengan
kementerian/LPNK untuk meningkatkan kapasitas
SDM dan kualitas pelayanannya melalui alih
pengetahuan, pengalaman dan telmologi dengan
suatu kompensasi tertentu;

¢. kerja sama perencanasn dan pongurusan, yaitu
kerja sama daerah dengan kementerian/LPFNK
untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan
layanan publik tertentu, dengan mana mereka
menyepakati rencana dan  programnya, tetapi
melalkzanakan sendiri-sendiri rencans dan
program vang berkait dengan kewenangannya
maging-masing; dan

d. kerja sama lainnya sesuai peratiran perundangan-
undangai.

Bentuk kerja sama dengan BUMN, BUMD, perusahaan

swasta yvang berbadan hukum, koperasi, yayasan dan

lembagsn lainnya di dalam negeri yvang berbadan

hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b

meliputi:

8. kontrak pelayanan,

b. kontrak bangun;

c. kontrak rehahilitasi;

d. kontrak patungan; dan

€. konirak lainnya sesuai peraturan perundangan-
undangan.

Pasgal 10

Kontrak pclayanan dengan BUMN, BUMD, perusahaan

swasta yang berbadan hukum, koperasi, yayasan dan

lembaga lainnya di dalam negeri yang berbadan

hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3)

buruf a meliputi:

8. kontrak operasional / pemeliharaan, yaitu
pemerintah daerah mengontrakkan kepada badan
usaha untuk mengoperasikan/memelihara suatu
fasilitas pelayanan publik;

b. kontrak  kelola, yaitu pemerintah daerah
mengontrakkan kepada badan hukum untuk
mengelola suatu sarana/prasarana yang dimiliki
pemerintah daerah;




.

kontrak sewa, yaitu badan hukum menyewakan
suatu fasilitas infrastruldtur tertentu atas dasar
kontrak kepada pemerintah daemth untuk
dioperagikan dan dipelihara oleh pemerintah
daerah selama jangka waktu tertentu;

kontrak konsesi, yaitu badan hukum diberi hak
konsesi atau tanggpung jawab untuk menyediakan
jasa pengelolaan atas sebagian atau seluryh sistem
infrastruktur tertentu, tormasuk pengopcerasian
dan pemeliharaan fasilitag  serta pemberian
layanan kepada masyarakat dan penyediaan modal
kerjanya; dan

kontrak lainnya sesuai peraturan perundangan-
undangan,

(2) Kontrak bangun dengan BUMN, BUMD, perusahaan
swasta yang berbadan hukum, koperasi, yayasan dan
lembaga lainnya dif dalam peged yang berbadan
hulum sebagaimana dimaksud dalam Pasnl 9 ayat (3)
huruf b meliputi:

a'

kontrak bangun guna serah, yaitu badan usaha
memperoleh hak untuk mendanai dan membangun
suatu fasilitas/infrastruktur, yang kemudian
dilanjutlsann dengan pengelolaannya dan dapat
menarik iuran selamsa jangka waktu tertentu untuk
memperoleh pengembalian modal investasi dan
keuntungan yang wajar. Setelah jangka waktu itu
berakhir badan usaha menyerabhkan
kepemilikannya kepada pemerintah daerah;
kontrak bangun serah guna, yaitu badan usaha
bertanggung jawah untuk membangun
infrastruktur/fasilitas, termasuk membiavainya
dan setclah  selesai  pembangunannya lalu
nfrastrultur/faailitas terscbut discrahkan
penguasaan dan kepemilikannya kepada
pemerintah  daerah. Selanjutnya, pemerintah
dacrah menyerahkan kembali kepada badan usaha
untuk dikelola selama waktu tertentu umtuk
pengembalian modal investasinya gerta
memperoleh keuntungan vang wajar,

kontrak bangun sewa serah, yaitu badan hukum
diberi tanggung jawab untuk membangun
mfragtruktur termasuk membiayainya. Pemerintah
daerah kemudian menyewe infrastrukrar tcracbut
melalui perjanjian sewa beli kepada badan hukum
selama jangka waktu tertentu dan setelah jangka
waktu kontrak berakhir, maka pemerintah
menerima PCOEUASAAD dan kepernilikan
infragtrill-daer tersahiit: dan

kontrak lainnya sesuai persturan perundangan-
undangan.




3

(4)

Kontrale  rehabilitasi dengann BUMN, BUMD,
perusahaan swasta yang berbadan hukum, koperasi,
yayasan dan lembags lainaya di dalam negeri vang
berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayat |3) huruf ¢ meliput:

a. kontrak rchabilitasi kelola dan  scrah, yaitu
pemerinteh daerah mengontrakan kepada hadan
hulum untyk memperbaiki suatu fasilitas publik
vang ada, kemudian badan usaha mengelolanya
dalam wakiu tertenin sesuai dengan perjanjian
selanjutnya diserahkan lembali kepada
pemerinteh apabila badan usaha tersebut telah
memperoleh pengembalian modal dan profit pada
tngkat vang wajar,

b, kontrak bangun tambah Lkelola dan serah, yaitu
badan hukum diberi hak alas Jdasar konlek
dengan pemerntah daerah untuk menambah
suatu fasilitas tertentu pada fasilitas publik vang
ada. Kemudian badan hukum diberikan hak untuk
mengelola bangunan tambahan sampal badan
hulkum dapat memperoleh pengembealian modal
dan profit pada tingkat yang wajar; dan

¢. kontrak lainmya sesuai peraturan perundangan-
undangan.

Kontrak patungan dengan BUMN, BUMD, peruasahecan
swasta yang berbadan hukum, koperasi, yayasan dan
lembaga lainnya di dalam negeri vang berbadan
hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat {3)
hurnf d, yaitu pemerintah daerah bersama-sama
badan usaha membentuk suatu badan hukum
patungan dalam bentuk persercan untuk membangun
atau/dan mengelola suatu aset yang dimiliki oleh
perusahasn  patungan tersebut, termasuk segala
kegiatan yang menjedi lingkup uwaasha perusahsan
patungan.

Paragraf 2
Bentuk Kerja Sama Luar Negeri
Pasal 11
Kerja sama luar negeri sebagaimana dimaksud Pasal 6
huruf b meliputi:
a. kerja sama kabupaten atau kota kembar {sister city);
b. kerja sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan;
C. Kerja sama penyertaan modal; dan/atau
d. kerja  saumna lainoya sesuai dengan perzturan

perundangan-undangan.




Pasal 12

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kerja sama

schagaimana dimaksud dalam Pasal 11 memenuhi

persyaratan sebagal berikut:

a. merupakan  pelengkap dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah;

b. mempunyai hubungan diplomatk;

¢. merupakan urugsan pemerintahan daerah;

d. tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;

€. tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam
negeri;

f. sesuai dengan kebijjakan dan rencana pembangunan,
dan

g. mengutamakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang

Pasal 13

Kerjza sama kabupaten ataun kota kembar sebapaimeana
dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, selain persyaratan
schagaimana dinwksud dalam Pasal 12  harus
memperhatikan:

kesetaraan status administrasi;

kesamaan karakteristik;

kesamaan permasalahan;

Upaya saling melengkapi; dan

peningkaian hubungan antar masyarakat.

pasTp

Paral 14

Kerje sama teknik ilermoasuk basluan  kemanusiaan

schagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, selain

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12,

harus memperhatikan:

a. peningkatan kemampuan dan keterampilan sumber
daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah;

L. kemampuan keuangan daerah;

prioritas produkesi dalam negen; dan

kemandirian daerah.

Ao

Pasal 15

Kerja sama penyertaan modal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal L1 huruf ¢, selain persyaratan sebaganmana
dimaksud dalarn Pasal 12, harus memperhatikan:

a. Lkemampuan keuangan daerah;

b. rtigiko; dan

¢. iransparansidan akuntabilitas.




{1

(2)

BAR VIT
TATA CARA KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Tata Cara Kenja Sama Daerah

Pagal 16

Kerja sama daerah diawali dengan prakarsa atau
inisiatif bupati dan/atau pihak lain yang akan bekerja
8amma.

Prakarsa atau inisiatf ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. prakarsa atau inisiatif dari pemerintah daerah
dillakukan dengan cara bupati menyampaikan
surat penawaran vyang disampaikan kepada
gubernur dan/atau bupat fwalikota lain dan/atau
pihak ketiga tentang tawaran kerja sama objek
tertenitil;

b. prakarsa atau inisiatif dari pemerintah daerah atau
pihak lain dillakukan dengan cara pemerintah
daerah lain/pihak lain menyampaikan surat
penawaran kepada bupati tentang tawaran kerja
sama ohjel: tertentu.

Pasgal 17

Para pthaok sebagaimene dimaksud delam Pasal 16
menerima rencana kerja sama dan dapat ditingkatkan
dengan membuat kesepakstan bersama yang memuat
sekurang-kurangnya:

" RO TR

(1)

(2)

identitas para pihal;

maksud dan tujuan;

ohjek dan ruang lingkup kerja sama;

bentuk kerja sama;

sumber biaya;

tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerga sama,;
dan

Jangksa waldy berlalounya kesepalatan bersama.

Pasal 18

Bupari dalam menyiapken rancangan perjanjian kerja
sama melibatkan perangket daerah terkait dan dapat
meminta pendapat dan saran dari para pakar, OPD,
menteri dan/atau pimpinan LPNK terkait.

Rancangan perjanjian kerja asama sshagaimana
dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
subjek kerja sama;

objek kerja sama;

ruang lingkup kerja sama;

hak dsn kewajiban para pihak;

oo




jangka waktu kerja sarna;
pengakhiran Kerja sama;
keadaan memaksa; dan
penyelegaian perselisihan,

=

Pagal 19

Pelakesanann perjanjian kerja sama dapat dilekuken oleh
QPD.

Bagian Kedua
Tata Cara Kerja Sama Luar Regeri

Pasal 20

Prakarsa kerja sama pemerintah daerah dengan pihak luar

negeri dapat berasal dan:

a. pemerintah daerah;

b. pihak luar negeri kepada pemerintah daerah; dan/atau

¢. pihak luar negen melalui Menteri Dalam Negeri kepada
pemerintah daerah.

Pasal 21

(1} Prakarsa kerja sama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 huruf a dan humaf b dilaporkan dan
dikonsultasikan oleh Bupati kepada Menteri Dalam
Negeri untuk mendapatkan pertimbangan.

{2} Pertmbangan Menteri Dalam Negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} dijadikan dasar dalam

1LIeIIy u3Un IencyEny kerja sama.

Pasal 22

Prakarga kerja sama dari pihak luar negeri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 huruf ¢ dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 23

(1} Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam
Pasel 22 ayat {2) dan Pasal 23 disampaikan oleh
pemerintah daerah kepada Menteri Dalam Negeri.

(2} Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memauat:

subyvek kerja sama;

latar belakang;

maksud, tujnan dan sasaran;

objek/ruang lingkup kerja samna;

hazl ketja sama,

sumber pembiayaan; dan

jangka waktu pelaksanaan.

®maAngp




Paaal 24

Rencana kerja sama dan rancangan memorandum saling
pengertian disampaikan coleh Bupati kepada Menteri
Dalam Negeri untuk memperoleh pertimbangan dan surat
kuasa untuk menandatangani memorandum saling
pengertian oleh pemerintah daerah dan pihek luar negerni.

Bagian Ketiga
Persetujuan DPRD

Pasal 25

Rencana kerja sama daerah yang membebani daerah dan
masyarakat harus mendapat persetuyjuan dari DPRD
dengan ketentuan apabila biaya kerja sama belum
teranggarkan dalam AFBD tahun anggaran berjalan
dan fatan menggunakan denjfatou memanfastkan aset
daerah.

Pasal 26

(1} Untuk mendapatkan persetujuan dari DPED terhadap
kerja sama dacrah yang membebani daerah dan
masyarakat, Bupati menyampaikan surat dengan
melampirkan rancangan perjanjian kerja sama kepada
Ketua DPRD dengan memberikan penjelasan
mengenai:

a  tujuan ketja sama;
h. objek yang akan dikerjasamakan;
c. hak dan kewajiban meliputi:
1) besarnya kontribusi APBD yang dibutuhkan
untuk pelaksanaan kerja sama; dan
2) keuntungan yang skan diperoleh berupa barang,
uang, atau jasa;
d. jangka waktu kerja sama; dan

besarmya pembebanan yvang dibebankan kepada

masyarakat dan jenis pembebanannya,

{2) Surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tembusannys disampaikan kepada Gubernur dan
Mentern Dalam Negeri serta Menteri/Pimpinan LPNK
terkait.

®

Pasal 27

(1) Rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dinilai oleh DPRD
paling lama 45 {empat puluh lima) hari kerja sejak
diterirna untuk memperoleh persetujuan.

(2) Apabila rancangan petjanjian kerja sama schegaimana
dimaksud pada ayat {}), DPRD menilai kurang
memenuhi prinsip kerja sama, paling lama 15 (lima
belas) hari kerja sejak diterima, NPRMN menyampaikan
pendapat dan sarannya kepada Bupati.




(3)

(9)

)

(1)

(2}

(3

(4

(5)

{6)

Bupati sebagaimana dimeksud pada ayat (2) dalam
wakiu paling lama 14 (empat belas] hari kera telah
menyempurnakan rancangan perjanjlan kerja sama
dan menyampaikan kembali kepada DPRD.

Apabila dalam waktu paling lama 15 {litns belas) hari
lerja scjak diterimanya surat Dupati scbagaimana
dimaksud pada ayat (3], DPRD helum memherikan
persetujuan, dinyatakan telah memberikan
persetujuan.

Bupati menyampaikan salinan setiap perianjian kerja
sama kepada Gubernur, Menteri/Pimpinan Lembaga
Permnerintah Non Kementerian terkait dan DPRD.

Pasal 28

Rencana kerja sama schagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 disampaikan olelh Bupati kepada DPRD untuk
mendapat persetujuan.

Persstujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) diberikan paling lama 30 {tiga puluh) han kerja
sgjak diterimanya rencana kerja sama.

Fersetijjuan DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] ditetaplaan dengan Keputusan DPRD.

Apahbila dalam jangka walktu 30 (tiga puluh) hari kega
rencana kerja sama tidak mendapat tanggapan dari
DPRD, rencana kerja sama dianggap disetujui.

Bupati menyusun rancangan memorandum saling
pengertian setelah rencana kerja sama mendapatkan
persetujuan DPRD,

Bupati menyusun rancangan memorandum saling
pengertian paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja
sctelah rencana kerja sama mendapatkan persetujuan
DPRD.

Pasal 29

Bupati menyampaikan rencana kerja sama, persehijuan
DPRD, dan rancangan memorandum saling pengertian
kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

BAR VIII
TAHAPAN TATA CARA KERJA SAMA

Pasal 30

Tahapan tata cara ketja sarna antar daerah, meliputi:

A.
b.

persiapan;
penawaran;



@ oo

penyiapun kesepakalan;
penandatanganan kescpakatan,
penyiapan perjanjian;
penandataneganan perjanjian; dan
pelaksanaan.

Pasal 31

(1) Tahapan tata cara kerja sama daerah dengan pihak

@

(1)

()

ketiga, meliputi:

A tahapen tata cam  kerja  samp dengan
kementenan /LPNEK;

b. tahapan tata cara kerja sama dengan badan
hulum.

Uraian tahapan tata cara kerja sarma daerah dengan
Fihak Letiga sebagaimana dimakeud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran [ vang merupakan bagian
vang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

RAR TX
TIM TEKNIS PERUMUSAN
KERFA SAMA DAERAH

Pasal 32

Bupatd membentuk dm teknis perumusan kerja sama
daerah untuk menyiaplkan kerja sarna daemh.

Tim teknis perumusan kerja sama  daerah

schagaimana dimaksud pade ayat (1) mempunyvai

mgas:

8. melakuksn inventarisasi dan pemetaan bidang/
potensi daerah yang skan dikerjasamakan,

b. menyusun prioritas objek  yang akan
dikerjasamakan;

¢. memberikan saran terhadap proses pemilihan
daerah dan pihak ketiga;

d. menviapkan kerangka acuan/proposal okjek kerja
gama daerah;

e. membuat dan menilai propogsal dan studi
kelayakan;

f. menyiapkan materi kesepakatan bersamsa dan
rancangan perjanjian kerja sama; dan

g. mcmbernkan rchkomendasi kepada Bupat untuk
penandatanganan kesepakatan bersama dan
perjanjian kerja sama.




(3} T'rm tekmis  perumusan  kerja  sama  daerah
sehagaimena dimeksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Ketua . Bekretanis Daerah,

b. Sekretaris : Kepala Bagian Bina dan
Fasilitasi Produk Hukum.

¢. Anggota : 1. Asisten Sekretaris Daerah

Kabupaten Pringsewu
Bidang Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat;

. Kepala OFPD Yang

melaksanakan kerja sama,;

. Kepala Sub Bagian Layanan

Bantuan dan Kerjasama
Hul:um;

. Kepala Sub Bagian

Penyusunan Produk
Hukum;

. Kepala Sub Bagian

Inveniarisasi, Dokumentasi
dan Diserninasi Hulum.

d. Koordinatnr : [Unsur Bagian Bina dan
Sekretariat Fasilitasi Produk Hukum.

€. Anggota A

Sekretanat

2.

Staf Ahli Bupati Bidang
Pemerintahan;

Unsur Bagian Bina dan
Fasilitasi Produk Hukum.

BAB X
NASKAH KER.JA SAMA

Pasgal 33

(1) Naskah Kerja Sama terdiri atas:
a. kesepakatan bersama; danjatau
b. peranjian kerja sama.

(2} Contoh Naskah Kerja Sama scbagaimana dirmaksud
pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan

Lampiran Ul yang merupakan bagian vang tidak
terpisahkan dari Peraturen Bupati ini.

Pasal 34

(1) Eesepakalan bemsuma sebagaimana dimaksud Pasal 33
huruf & dapat ditindak lanjuti dengan perjanjian ketja

SHMA.

(2} Kesepukatan bersama dan perjanjian kerja sama
ditandatangani oleh Bupafi bersama pihak yang

bekerja sama.




3

{4

{5

(1)

(2

3

{1)

Bupati dapat memberikan mandat penandatanganan
perjanjian kerja sama teknis kepada Kepala OPD.

Femberian mandat penandatanganan petrjanjian kerja
sama dilaksanakan oleh Bupati atas dasar:

sifat kerja sama strategis atau non strategis;

Hlai investasi;

kompleksitas peravcalen;

subyek mitra kerja =sama yang mempunyai
kewenangan menentukan hak dan kewajiban dari
mitra kerja sama.

Pemberian mandat sebagaimana tersebut ayat (3) dan
ayat (4} dituangkan dalam bentuk Surat Kuasa.

A o

Pasal 35

Fenyimpanan naskeh asli kesecpakatan bersama dan
perjanjian kerje sama lintas OPD dilakukan oleh
instansi yang menangani kerja sama.

Penyimpanan naskah asli perjanjian kerja sama teknis
yang ditandatangani oleh Kepala OFD, dilakukan oleh
OPD yang bersangkutan dengan salinannya dikirimkan
kepada instansi yang menangari kerja sama,

Ingtans] yang menangani kerja sama sebagaimena
tersebut dalam ayat (1) dan ayat {2} bertanggungiawab
untuk:

a. memberikan penomoran atas kesepakatan bersama
dan perjanjian kerja sama;

b. menyimpan dan memelihara naskah asli kerja
sarna yang ditandangani Bupati serta salinan
perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh
Kepala OPD;

¢. meneruma laporan pelaksanaan kerja sama teknis
yang dilaksanakan oleh OPD;

d. menerbitkan himpunan naskah Lkerja sama
Pemerintah Daerah; dan

¢ menyusun laporan pelaksanaan  kerfa  sama

BAB XI
HASIL DAN PEMBIAYAAN KERJA SAMA

Pasal 30

Hasil kerja sama daerah dapat berupa uang, surat
Lerharga dan aset, atau non materal berupa
keuntungan.




(2} Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} vyang menjadi hak daerah yang berupa uang,
harus disetor ke kas daerah sebagai pendapatan asli
daerah  sesual dengan  ketentuan peraturan
perundang-undangan,

(3) Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yang menjadi hak daerah yang berupa surat
berharga dan/atau barang, harua dicatat ascbagai asct
Pemmerintah Daermh sesuai  dengan  ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasgal 37

Pembiayaan pelaksansan kerja sama pemerintah daerah

bersumber dari:

a. APBD; dan/atau

b. sumber-surnber lain yang sah dan disepakati dalam
naskah kerja sama.

BAB XII
BERAKHIRNYA KERJA SAMA DAERAH

Pasal 38

Kerja sama daerah berakhir apabila:

a. terdapat kesepakatan para pihek melalui prosedur
yang ditetapkan dalam perjanjian;

b. tujuan pefjanjian tersebut telah tercapad;

c¢. terdapat pcrubahan mendasar yang mengakibatkan
perjanjian kerja sama Hidak dapat dilaksanakan;

d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar
ketentuan perjanjian;

e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian
lama,

f. muncul norma baru dalam peramran perundang-
undangan;

g. objek perjanjian hilang;

h. fterdapat hal-hal yang merugikan kepentngan
nasional; atau

i. berakhirnya maga perjanjian.

Pagal 39

(1) Kerja sama daerah dapat berakhir sebelum waktunya
berdasarkan permintaan salash satu pihak dengan
ketentuan:

a. menyampaikan secara tertulie inisiatif pengakhiran
kerja sama kepada pithak lain; dan




(2)

b. pihak yang mempunyai inisiatif pengakhiran ketja
sama menanggung resiko baik Anansial maupun
reaiko lainnya yang dibmbulkan sebagai akibat
pengakhiran kerja sama.

Pengakhiran kerja sama ni tidak akan mempengaruhi
penyelesaian objek kerja sama yang dibuat dalam
perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian keria
sana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, sampai
terselesaikannya objek kerja sama tersebut.

Pasgal 40
Kerja sama daerah tidak berakhir karena pergantian
pemctrintahan di daerah.
BAB X1l
PERUBAHAN KERJA SAMA DAERAH
Pasal 41
(1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas
ketentuan kerja sama daerah.
{2) Mekanisme perubahan ates ketentuan kerja sama

3

{

(2)

(3

daerah diatur sesuai kesepakatan para pihak vang
melakukan kerja sama.

Perubahan ketentuan kerja sama daerah dituangkan
dalam perjanjian kerja sama sctingkat dengsm kerja
sama daerah induknya dalam bentuk addendum atau
amandemen perianjian kerja sama.

BAB XIV
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Paaal 42

Penyelesaian perselisihan kerja sama antar daerah
dalam Provinsi Lampung, dilaksanakan dengan cara;

a. musyawarah; atau

h. Kepntusan Gubernur Lampung.

Penyelesaian perselisihan kerja sama antar daerah di
huar Provinsi Lampung, dilakeanakan dengan cara:

a. musyawarah; atau

b. Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Keputusan Gubernuwr Lampung dan Keputusan
Menteri Dalamm Negeri sebagaimans dimaksud pada
ayat (1) huruf b dan ayat (2} huruf b bersifat final dan
mengikat.




Pasal 43

(1} Penyelesaian perselisihan kerja sama daerah dengan
pihak ketiga dilaksanakan sesuai kesepakatan yang
dislur dalam perjanjian kerja sama.

(2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana
dimaksid pada ayat (i) ftidak tercapail, maka
penyelesainn dilaksanakan scauai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Penyelesaian perselisthan dalam pelaksanasn kerja sama
antara pemerintah daersh dengan pihak luar negeri
dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dalam naskah
memprandum saling pengertan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUFP
Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar sebap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah  Kabupaten
Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal & FNevember 017
BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal ¢ Loventew 2047
SEKRETARIS DAERAH KABUFATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 NOMOR .-

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupgten Pringsewu,

‘!!E!!!II KO SURYANTO.S.H.,S.IP..M.H




LAMPIRAN | : PERATURAN BUPATI PRIINGSEWU
NOMOR : 4
TAHUN : 2017

CONTOH FORMAT KESEPAKATAN BERSAMA

LOGO PIHAK LOGO PIFAK
KESATU KEDUA

(JIKA DIFERLUKAN) JIKA DIPERLUKAN]

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA

DENGAN

NOMOR : ................ (NO. PIHAK KESATU)
NOMOR : ................. (NO, PHAK KEDUA]

TENTANG

Pada hari imi, ................ ta.nggai ... bulan . . tahun

, bertempat di . {kot.a. tempat penmdntangﬂnan],

katm vanp: bertandatangan d1 bawah ini:

L.

II.

(Nama lembaga/inatansi), yvang berkedudukan di ... _ dibentik
berdasarkan (dasar hukum pembentukan lembaga/instansi}, dalam
kesepakatan bersama ini diwakili oleh ................. (nama pejabat yang
menandalangani) selaku ..o, {nama jabatan), dalam hal ini
hertindak dalam jabatan tersebut di atasg, dari dan oleh karena itu sah
mewakili . (Nama lembaga/instansi), untuk selanjutnya
disebut PIHAK KESM‘U

{Nama lembaga/inatansi}, yang herkedudukan di ............... dibentulk
berdasarkan (dasar hukurn pembentukan lembaga/instansi), dalam
kesepakatan bersama ini diwakili oleh . . (nama pejabat yang
menandatangani) selaku ... l[muua Jubata.nJ dalam hal ini
bertindak dalam Jabatan temehut ch atas dari dan oleh karena itu sah

mewakili .......... . lembaga/instansi], untak selanjuthya disebut
FIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutriya secara bersama-
sama disebut MPARA PIIIAK.




PARA PIIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a, . {(pertimbangan PARA PIHAK yang memuat
klausua! a]smn mernhuat I-resepakatan bersama ataun memuat dasar

hukum kesepakatan bersama);
b.

Dengan ini PARA FIHAK menyatakan telah saling setuju dan sepakat
untuk mengadakan Kesepalmatan Bersams .........coooioiiiiciiciiei i ,
dengan ketentuan sebagni berikut:

Fasal i
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalabh .........c.cooeeiiiici et
(2) Tujnan Kesepakatan Bersama ini adalah ..........cocceevevn e,

Pasal 2
OBYEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Obyek kerja sama ini adalah ......c.ooovveeecveeeeeenne.

(2) Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:
B cvrrir b eees (BESUAT Tuang  lingkup vang
disepakati);

*
B oo et
e itanianminarcanas

Pasal 3
PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan kerja sama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Kesepakatan Bersama ini akan diatur
lebih lamjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan prosedur dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala bhiaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan
Bersama int akan diatar lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja sama.

Pazal 5
JANGKA WAKTU

{1) Kesepakatan Bersama i  berlaku  untuk jangka waktu ..,
(... ...fdengan huruf) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh
PARA P[HAK dan dapat dipcrpenjang sesuai dengan kesepakatan
PARA PIHAK.




(2)

3)

{1)

2)

(1)

Kesepakatan Bersama ini menjadi batal dengan sendirinya atau batal
demi hukum hilamana ada ketenituan peraturan perundang-undangan
dari pemerintah yang secara hyata dan dapat dibuktdkan menjadi
penyebab perjanjian kerja sama ini tidak dapat dilaksanakan danfatau
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dimalksud.

Evaluasi atas Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan setiap tahun

atau berdasarkan kesepalcatan PARA P[HAK,

Paszal &

PENDELEGASIAN/PELIMPAHAN
WEWENANG

PIHAX KESATU dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada Pasal 2 ayat (J) dapat mehmpahkan wewenangnya kepada

(apahila penandatanganan perjanjian kerja
sama dﬂa}mlcan uleh pl_hak yvang diberi wewenang mensndatangani

perjanjian kerja sama).

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada PFasal 2 ayar (2] melimpahkan wewenangnya kepada

Pasal 7
PEMBERITAHUAN

Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan
Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis danj/atau dapat
disampaikan sacara langsung oleh PARA PIHAEK.

(2} Alamat vang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA FIHAK

sebagaimana dimaksud pada ayal (1} adalal sebagai berikul:

a. PIHAK KESATIL]
cere  (diisi Nama Instansi, alamat lengkap,
dan Humor Telpnn,fFaJunnle PIHAK KESATLD

b. PIHAK KEDUA

ww. (diisi Nama Instansi, alamat lengkap,
dan Harmnr Tclpoana.xmnle PIHAK KESATLU)

Pasal 8
PENUTUFP

(1} Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepalmatan Berzsama ini akan diastur

di kemudian harn gleh PARA PIHAK yvang akan dituangkan dalam
Addendum dan/atau Amandemen yang merupakan satu kesatuan
yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.




(4] Kesepakatan DBersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua] dan
bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum
Vang sama.

FIHAK KEDIUJA, PIHAEK KESATL],
(NAMA LENGKAP PEJABAT (NAMA LENGKAP PEJABAT
YANG MENANDATANGANT} YANG MENANDATANGANI)

BUPATI PRTNCSEWU,

dto

BUJADI




Dengan imi PARA PIHAK menyatakan tclah saling sctuju dan scpakat
untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama . ... s
dengan ketentuan sebagai berikut;

Pasal 1
DASAR. PERJATLJIAN

Dasar Perjanjian Kerja Sama:

| (Dasar Hukum/peraturan perundang-
undangan pelaksanaan perjanjian);

2. ' '

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUGAN

{1} Makeud Perjanjian Kerja Sama ini adalah ............ ...
{2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah ... ... ...

Pasal 3

GBYEK DAN RUANG LINGKUP

11} Obyek kerja same ini adalah ..........c..cooiieieniiieena..

{2) Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:
B s e (S68UE1 Tuang lingkup  yvang

disepakati);
= P ;
c.
{3) Ruang lingkup sebagaimana dimeksud pada ayat {2) dilaksanakan

berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 4
PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian
Kera Sama ini adalah acbhagai berikut:
AL e oo (rilcian kegiaton seguai ruang lingloup);

C.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

{1} Hak PIHAK KESATIJ:

Bli cierieeeeiiniiemeimn e eenn e emeeee . ((IOCEAN Hak PIHAK KESATU);
c.




(2)

(3)

(4]

(1)

12)

(3)

(1)

(2)

Kewajiban PIHAK KESATU:
- rincian Kewajiban PIHAK KESATU]),

C.

Hak PIHAK KEDUA:
B cerserimerrinimsnsnss s areese (TiNCiAN Hak PIHAK KEDUAJ;
C.

Kewajiban PIHAK KEDUA:
B, ceiveececeieiemieeememieniseemeen e onons (FiDCiAN Kewajiban PIHAK KEDUA);
C.

Pasal 6
JANGEA WAKTU

Pejanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu ...
[ieerirninnernnfdengan huruf] tahun, terhitung sejak Perjanjian Kerja
Sama ini ditandatangani aleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang
sesuni dengan kesepaketan PARA PIHAK.

Perjanjian ini menjadi batal dengan sendirinya atau batal demi hukum
bilamana ada ketentuan peraturan perundang-undengan darxi
pemerintah yang secara nyata dan dapat dibuktkan menjadi penyebab
perjanjian kerja sama ini tdak dapat dilaksanakan dan/atau
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dimaksud.

Evaluasi Perjanjian Kerja Sama dilaksanakan setap tahun atau
menurut kebutithan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR {FORCE MAJEURE)

Termasuk Keadaan Kahar (Force Magjeurd adalah kejadian akibat
bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, atau disebabkan
karens alasan peraturan perundang-undangan, ordonansi pemerintah,
atau kerena dengan alasan tindakan lain alau lindakan Pemerintah,
atant sebab apapun yvang sifatnya sama seperti hal-hal tersebut, baik
dinyatakan secara resmi atau tidak yang berada di luar kekuiassan
PARA PIHAK.

Jika terjadi keadaan kahar tidak ada satu Pihak pun wang akan
bertanggungjawab terhadap pihak lain atas Lkegagalan atau
keterlambatan pelaksanaan kewajiban akibat “Keadaan Kahar [Force
Mujeure]” dan PARA PIHAK akan dibebaskan atas hak dan kewajitan
atas pelakganaan Peranjian Kerja Sama ini.




Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1} Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang terjadi sebagai
akibat pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan
secara musyawarah untuk mufakat antara kedua belah pihak.

(2] Apahila dengan jaian musyawarah untuk mufakat sebapaimana
dimaksud pada ayat {1} tidak tercapal, PARA PIHAK sepakat untuk
mengajukan penyelesaian ke ... . {Pengadilan yang
disepakad PARA PIHAK).

Paaal 9
PENUTUF

{1} Hal-hal vang belum diatur dalam Penjanjian Kerja Sama ini akan diatur
di kemudian har oleh PARA PIHAK vang akan dituangkan dalam
Addendum dan/atau Amandemen yang merupskan satu kesatuan
yang Hdalk terpisghkan dan Perjanjian Kerja Sama ini.

{2} Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 [dua) dan bermaterai
cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU,
(NAMA LENGKAP PEJABAT (NAMA LENGKAP PEJABAT
YANG MENANDATANGAN]) YANG MENANDATANGANI)

BUPATI PRINGSEWU,
dto

SUJADI




h

LAMFIRAN I : PEEATUKAN BUFATI PRIINGSEWLU
NOMOR @ 3
TAHUN : 2017

CONTOH FORMAT PERJANJIAN KERJA SAMA

LOGO PIHAK LOGO PITHAK
KESATU KEDLA
(JIKA DIFERLUKAN) (JIKA DIPERLUEKAN)

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
DENGAN
NOMOR : oo (NO. PIHAK KESATU)
BOMOR : . ... [NO. PIHAK KEDUAJ
TENTANG
Pada hwd imnd, ... tanggal Lhulam e tahun
bertempat ::h (kota tempat penandatanganan),
kaml _',rang bertan-:latanmn di bawah ini:
I. (Nama lembaga/instansi}), yang berkedudukan di ... _ . dibentuk
berdasarkan (dasar hukum pembentukan lembaga/instansi], datam
Perjanjian Kerja Sama ini diwakili cleh ................. {[narma pejabat yang

menandatangani) sclaku ............... (namua jabatan), dalam hal ini
hertindalk dalam jabatan tersebut di atas, dari dan olash karena itu sah
mewakili . vees  [Nama lembaga /finstansi), untuk selanjutnva
disebut F[HAK KES&TU

(Nama lembaga/instansi), yang berkedudulkan 4i ... ._ . dihentuk
berdasarkan (dasar hulkum pembentukan lembagafinstansi), dalam
Perjanjian Kerja Sama ini diwakili oleh ................. (nama pejabat vang
menandatangani} selaku ............... [mama jabatan}, dalam hal ini
bertindak dalam jabatan tersebut di atag, dari dan oleh karena itu sah
mewakili .................. (Nama lembaga/instansi), untuk selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

FIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjuinya secara bersama-
sama disebut PARA PIHAK,
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